BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ~ /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian
untuk tujuan perpajakan, dianggap perlu untuk
menunjuk pegawai sebagai Petugas Penilai Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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11.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024
tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 881);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 1);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);
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Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

PARAF HIERARK

Tabalong, dalam hal Penunjukan Petugas Penilai PBB-P2,
Nomor B-001/BAPENDA/800.1.3.3/1/2025, Tanggal 2
Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dengan daftar Petugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas melaksanakan proses Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal # 7”“""’“’” A,

| .~ PARAF KOORDINAS

SEKRETARIS DINAS/BAD

KABID/IKABAG

A SEKDA Pj. BUPATI TABALONG,
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
2. Petugas yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ \\ /2025
TANGGAL 1 forai Jels

DAFTAR PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO. NAMA NIP
1. Bayhaki, S.T, M.M. 19920215 201402 1 002
2. | Deliilah Aulia Faisal, A.Md.Pnl. 20000702 202302 2 002
3. Riscay an‘i’;‘;tép‘ilaf“a Razal, 19991029 202302 2 001
4. Ehea RKI;JY dl_asiadhani’ 20001218 20230 2 2001
5. Manimb:ﬁf_ijiikpahan’ 20011024 202302 1 003
6. S;“ﬁ;ixaﬂll{‘afﬁzsgl 20000429 202302 2 001
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